
  
 

BUPATI TEGAL 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL 

NOMOR  11 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  

NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN DAN 

PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TEGAL, 

 

Menimbang : a.  bahwa menindak lanjuti surat Gubernur Jawa Tengah 

tanggal 31 Mei 2016 nomor  180/0009641 perihal Hasil 

Klarifikasi Peraturan Daearah Kabupaten Tegal, maka 

perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 

Daerah; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 

Daerah ; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4410); 



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)  

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321 Tahun 1986) 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 140, tambahan 
lembaran Negara Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 
21); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 
2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Seri E Nomor 1) ; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 
13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 
13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 92); 



16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 
Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 

2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tegal Nomor 17); 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 

06); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 07) 
; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 

2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 

08); 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan 

Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 09); 

21. Peraturan Daerah Kabuoaten Tegal Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan 
Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 

2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tegal Nomor 10); 
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 

2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain 

Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal 
tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tegal Nomor 35) ; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Tegal tahun 2014-2019 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tegal tahun 2014 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tegal Nomor 83); 
24.  Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tegal tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tegal Nomor 103) ; 

 
 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL, 

dan 

BUPATI TEGAL 
 

MEMUTUSKAN  : 

 



Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  TEGAL  NOMOR 1 

TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN 

DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH. 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 103), diubah sebagai berikut : 

 

                           

Pasal 69 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Tegal. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Tegal. 

 

 

 

Ditetapkan di Slawi 

pada tanggal  6 Oktober 2016 

 

 BUPATI  TEGAL, 

 

      Cap.Ttd 

 

     ENTHUS SUSMONO 

Diundangkan di Slawi 

pada tanggal  6 Oktober 2016 

 

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, 

 

                            Cap.Ttd 

 

               HARON BAGAS PRAKOSA 

 

LEMBARAN DAERAH  KABUPATEN  TEGAL  TAHUN 2016 NOMOR 11 

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI 
JAWA TENGAH : (11/2016).  

 

 

 

 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN  DAERAHKABUPATEN TEGAL 

NOMOR 11 TAHUN 2016 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  

NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN DAN 

PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH  

 

 

I. UMUM. 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah 

Kabupaten Tegal disusun dengan maksud untuk memberikan landasan 

hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan 

dan mengevaluasi pelaksanaan tata cara perencanaan dan penganggaran 

pembangunan daerah, sehingga semua pihak yang terlibat dapat 

memiliki pemahaman yang sama dan dapat mempedomani dalam 

pelaksanaannya. Ruang lingkup tata cara perencanaan dan 

penganggaran pembangunan daerah meliputi proses penyusunan 

perencanaan daerah dan proses penyusunan penganggaran daerah, 

dimana kedua proses tersebut merupakan kesatuan dalam proses 

penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS dan APBD. . 

Berdasarkan  hasil klarifikasi  dari  Gubernur Jawa Tengah 

Nomor : 180/0009641 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Tegal, beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan sehingga Peraturan Daerah 

dimaksud perlu disesuaikan dengan hasil klarifikasi. 

 

II. PASAL DEMI PASAL  

 

Pasal I 

 Cukup jelas. 

 

Pasal II 

 Cukup jelas. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  NOMOR 109 

 

 

 

 

 



 


	Mengingat  : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
	2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
	3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
	BUPATI TEGAL
	MEMUTUSKAN  :



